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PENUTUP

Kesimpulan

1. Kewajiban perlindungan lingkungan hidup oleh perusahaan kelapa sawit di
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat masih tetap terlaksanakan, namun
ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban
perlindungan lingkungan hidup. Salah satunya adalah dalam hal pengawasan.
Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan
pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Dalam hal
tersebut Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas menjadi pengawas Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam
pengawasan pengelolaan limbah cair kegiatan PT Rana Wastu Kencana sebagai

upaya pengelolaan lingkungan hidup adalah:

a. Minimnya sumber daya manusia dalam menangani pemeriksaan dan penilaian
dokumen lingkungan hidup dengan adanya ketugasan lainnya yang memerlukan
waktu serta penyelesaian yang bersamaan.

b. Dinas Lingkungan Hidup mengalami kesulitan dalam melaksanakan
pengawasan terhadap pengelolaan limbah kelapa sawit karena kurangnya
sumber daya manusia, sehingga memberikan dampak terhadap kinerja dari DLH
dan kesulitan dalam menempuh jarak menuju lokasi PT RWK karena jauh dan
memakan waktu 3-4 jam perjalanan darat serta jalan belum memadai, serta
kondisi diperburuk jika cuaca sedang hujan kerena jalan menuju lokasi masih

berupa jalan tanah.
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c. Dinas lingkungan Hidup berpendapat bahwa anggaran dana yang terbatas
sedangkan jangkauan pabrik didaerah kabupaten sambas tersebar yang jarak nya

jauh-jauhan, menjadikan sebagai kendala yang sering terjadi

Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih intensif melakukan pengawasan terhadap
pelaku usaha terkait dalam Industri Kelapa Sawit.

2. Perlu meningkatkan SDM pada Badan Lingkungan Hidup, guna . menangani

pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup agar lebih lancar.
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